
BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang :  b a h w a  u n t u k  melaksanakan ketentuan Pasal 1 2  aya t  (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Ya n g  Bersumber d a r i  Anggaran Pendapatan d a n
Belanja Negara sebagaimana te lah  d iubah  te rakh i r  k a l i
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 0
Tahun 2 0 1 4  tentang Dana  Desa Ya n g  Bersumber d a r i
Anggaran Pendapa tan  d a n  B e l a n j a  N e g a r a ,  p e r l u
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :  1 .  Undang-Undang N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 0 3  t e n t a n g
Pembentukan Kabupaten To j o  U n a -Una d i  Prov ins i
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 6  Ta h u n  2 0 1 4  tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan  Lembaran Negara  Repub l ik  Indonesi
Nomor 5495);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 3  Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7  Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 0  Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558)  sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor T a h u n  2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan d a n  Belan ja  Negara Ta h u n
Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor ...);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan D e s a  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 2  Ta h u n  2 0 1 6  tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1883);

8. Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 4 9  /PMK.07/2016
tentang T a t a  C a r a  Pengalokasian, Penya luran ,
Penggunaan, Pemantauan d a n  Evaluasi D a n a  Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 N o m o )
478);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una -Una Nomor 12
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo
Una-Una Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

Batas wi layah yang  berwenang u n t u k  mengatur  d a n
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, h a k  asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja D a e r a h  kabupa ten  d a n  d i g u n a k a n  u n t u k
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, p e m b i n a a n  kemasya raka tan ,  d a n
pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan t a h u n a n !
Pemerintahan Desa.



6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat dengan
RKD a d a l a h  r e k e n i n g  t e m p a t  m e n y i m p a n  u a n g
Pemerintahan D e s a  y a n g  m e n a m p u n g  s e l u r u h
penerimaan D e s a  d a n  u n t u k  m e m b a y a r  s e l u r u h
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

7. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Bupat i  adalah Bupati Tojo Una-Una.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2
Rincian Dana Desa u n t u k  setiap Desa d i  Daerah Tahun
Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula yang dih i tung dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis Desa.

Pasal 3
Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2  h u r u f  a, dihi tung berdasarkan alokasi dasar per
kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan
dalam l a m p i r a n  Peraturan Presiden Nomor Tahun 2016
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4
Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b, d ih i tung  berdasarkan da ta  j um lah  penduduk,  angka
kemiskinan, luas  wilayah, dan  indeks kesul i tan geografis
yang bersumber dan kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan d)4
bidang statistik.



Pasal 5

Penghitungan alokasi  fo rmula  set iap Desa  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4  di lakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

W =  { (0 ,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)}
*  ( D D  kab/kota — A D  lutb/kota)

Keterangan:
W =  D a n a  Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan t i n g k a t  k e s u l i t a n  geograf is  D e s a  s e t i a p
kabupaten

Z1 =  ras io  jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa nasional

Z2 =  ras io  jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa nasional

Z3 =  ras io  luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total
luas wilayah Desa nasional

Z4 =  ras io  IKG kabupaten terhadap total  IKG Kabupaten
yang memiliki Desa

D D  kab/kota

A D  kab/kota

= p a g u  Dana Desa kabupaten
= besaran A D  u n t u k  set iap Desa  d ika l ikan

jumlah Desa dalam. kabupaten

Pasal 6

Indeks kesul i tan geografis Desa  sebagaimana d imaksud
dalam Pasal 2 huru f  b disusun dan ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan d a t a  d a r i  kementer ian y a n g  berwenang
dan/ atau l e m b a g a  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n
pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah
Tahun Anggaran 2 0 1 7  sebagaimana te rcan tum d a l a m
Lampiran yang merupakan bagian t i dak  terpisahkan d a l (
Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8
(1) Penyaluran D a n a  D e s a  d i l a k u k a n  m e l a l u i

pemindahbukuan dar i  Rekening Kas Umum Daerah ke
RKD.

(2) Pemindahbukuan dar i  Rekening Kas Umum Daerah ke
RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari  kerja setelah
Dana Desa diterima d i  Rekening Kas  U m u m  Daerah
setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per

seratus); dan
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh

per seratus).
(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala

Desa menyampaikan:
a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;

dan
b. laporan real isasi  penggunaan D a n a  D e s a  t a h u n

anggaran sebelumnya.
kepada B u p a t i  pa l i ng  l a m b a t  m inggu  k e d u a  b u l a n
Februari.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana
Desa tahap I  yang menunjukkan pal ing kurang Dana
Desa tahap I  telah digunakan sebesar 50% (l ima puluh
per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua
bulan Juli.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan

program dan kegiatan berskala Iokal Desa di bidang:
a. pembangunan Desa; dan
b. pemberdayaan masyarakat Desalt,



(2) Prioritas D a n a  Desa  d i  b idang  pembangunan D e s a
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ru f  a Dana Desa
digunakan u n t u k  membiayai pembangunan Desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa, pen ingkatan  k u a l i t a s  h i d u p  m a n u s i a  s e r t a
penanggulangan k e m i s k i n a n  d e n g a n  p r i o r i t a s
penggunaan Dana Desa diarahkan u n t u k  pelaksanaan
program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi
antara lain:
a. Pengadaan, pembangunan ,  pengembangan,  d a n

pemeliharaan s a r a n a  p r a s a r a n a  d a s a r  u n t u k
pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan,  pengembangan,  d a n
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan ,  pengembangan,  d a n
pemeliharaan s a r a n a  p rasarana  e k o n o m i  u n t u k
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif  untuk

ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produkt i f  yang

difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran; dan

3. usaha ekonomi berskala produkt i f  la innya yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribus
dan pemasaran. pemasaran.



d. Pengadaan, pembangunan ,  pengembangan,  d a n
pemeliharaan sarana prasarana l ingkungan u n t u k
pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan ,  pengembangan,  d a n
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai
dengan kebu tuhan  D e s a  d a n  d i te tapkan d a l a m
Musyawarah Desa.

(3) Desa d a l a m  perencanaan p r o g r a m  d a n  k e g i a t a n
sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 2 )  d a p a t
mempertimbangkan t ipologi Desa berdasarkan t ingka t
perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
a. Desa Tert inggal dan /a tau  Desa  Sangat  Tert inggal

memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, d a n

pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. pembangunan, pengembangan d a n  pemeliharaan

sarana p rasa rana  e k o n o m i  s e r t a  pengadaan
produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan
pada u p a y a  mendukung  pembentukan u s a h a
ekonomi per tan ian  be rska la  p roduk t i f ,  u s a h a
ekonomi pertanian u n t u k  ketahanan pangan dan
usaha ekonomi la innya yang difokuskan kepada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

b. Desa B e r k e m b a n g  m e m p r i o r i t a s k a n  k e g i a t a n
pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan d a n  pemeliharaan

infrastruktur ekonomi  s e r t a  pengadaan sa rana
prasarana produksi ,  d i s t r i bus i  d a n  pemasaran
untuk mendukung  penguatan u s a h a  ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada  keb i jakan s a t u  D e s a  s a  tu).
produk unggulan; dan



2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta
pengadaan sarana prasarana sosia l  d a s a r  d a n
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung
pemenuhan a k s e s  masyarakat  D e s a  te rhadap
pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandir i  memprioritaskan
kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan d a n  pemeliharaan

infrastruktur ekonomi  s e r t a  pengadaan sa rana
prasarana produksi ,  d i s t r i bus i  d a n  pemasaran
untuk m e n d u k u n g  per luasan/ekspansi  u s a h a
ekonomi pe r tan ian  be rska la  p roduk t i f ,  u s a h a
ekonomi u n t u k  ketahanan pangan  d a n  u s a h a
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan
satu Desa satu produk unggulan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta
pengadaan sarana prasarana sos ia l  dasa r  d a n
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung
peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat
Desa t e r h a d a p  pe layanan  s o s i a l  d a s a r  d a n
lingkungan.

(4) Prioritas Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebagaimana dimaksud pada  aya t  (1) h u r u f  b
digunakan u n t u k  membiayai p rogram d a n  kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang di tujukan un tuk
meningkatkan kapasitas d a n  kapabi l i tas masyarakat
Desa d e n g a n  m e n d a y a g u n a k a n  p o t e n s i  d a n
sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi
dirinya s e c a r a  m a n d i r i .  K e g i a t a n  pemberdayaan
masyarakat Desa yang diprioritaskan mel iput i  antara
lain:
a. peningkatan part is ipasi  masyarakat  d a l a m  proses

perencanaan, p e l a k s a n a a n  d a n  p e n g a w a s a n
pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
c. pengembangan ketahanan masyarakat DesaA
d. pengembangan sistem informasi Desa;



e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar
di b i d a n g  pendidikan,  kesehatan,  pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat
marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang
disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan
hidup;

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penanganan bencana alam serta penanganan kejadian
luar biasa lainnya;

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi
produktif yang  d ike lo la  o l e h  BUMDesa d a n / a t a u
BUMDesa Bersama;

i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok
masyarakat, koperas i  d a n / a t a u  lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya;

j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama
Desa dengan pihak ketiga; dan

k. bidang kegia tan pemberdayaan masyarakat  D e s a
lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa
dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Desa d a l a m  perencanaan p r o g r a m  d a n  keg ia tan
sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 4 )  d a p a t
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan t ingkat
perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:
a. Desa Tert inggal dan /a tau  Desa  Sangat  Tert inggal

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa u n t u k  merintis Lumbung Ekonomi Desa yang
meliputi:
1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan

BUMDesa/BUMDesa Bersama dan /a tau  lembaga
ekonomi m a s y a r a k a t  D e s a  l a i n n y a  m e l a l u i
pemberian askes moda l ,  pengelolaan produks i ,
distribusi d a n  pemasaran b a g i  u s a h a  ekonomi
pertanian berskala produkt i f  dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada kebi jakan s a tu)t
Desa satu produk unggulan; dan



2. pembukaan lapangan k e r j a  u n t u k  pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

b. Desa B e r k e m b a n g  m e m p r i o r i t a s k a n  k e g i a t a n
pemberdayaan masyarakat Desa u n t u k  memperkuat
Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. penguatan usaha  ekonomi warga/kelompok d a n

BUMDesa/BUMDesa Bersama mela lu i  pemberian
akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan,
dan u s a h a  ekonomi  l a i nnya  y a n g  d i fokuskan
kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;

2. peningkatan kuali tas dan  kuant i tas tenaga ker ja
terampil dan pembentukan wirausahawan di  Desa;
dan

3. pengembangan lapangan ker ja u n t u k  pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandir i  memprioritaskan
kegiatan pemberdayaan masyarakat  D e s a  u n t u k
menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi u s a h a  e k o n o m i

warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama
melalui pember ian  a k s e s  m o d a l ,  pengelolaan
produksi, d ist r ibusi  d a n  pemasaran bag i  usaha
ekonomi pe r tan ian  be rska la  p roduk t i f ,  u s a h a
ekonomi u n t u k  ketahanan pangan,  d a n  usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan
satu Desa satu produk unggulan;

2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan
di Desa;

3. peningkatan kuali tas dan  kuant i tas tenaga ker ja
ahli di Desa

4. perluasan/ekspansi l a p a n g a n  k e r j a  u n t u k
pemenuhan kebutuhan h i d u p  b a g i  masyarakayt
Desa;



d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa
Berkembang m a u p u n  D e s a  M a j u  d a n / a t a u  D e s a
Mandiri memprior i taskan keg ia tan  pemberdayaan
masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan
Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan

sosial dasa r  d i  b idang  pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan p e r e m p u a n  d a n  a n a k ,  s e r t a
pemberdayaan masyarakat marginal dan  anggota
masyarakat Desa penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana
alam, penanganan bencana alam, serta penanganan
kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa un tuk
berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara
transparan dan akuntabel; dan

5. peningkatan p a r t i s i p a t i f  m a s y a r a k a t  d a l a m
memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan
berkeadilan sosial.

e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa
Berkembang m a u p u n  D e s a  M a j u  d a n / a t a u  D e s a
Mandiri memprior i taskan keg ia tan  pemberdayaan
masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan
Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum

serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. membentuk d a n  mengembangkan keterbukaan

informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang
partisipatif dan komunikatif; dan

3. penguatan adat istiadat, seni, t radisi  dan budaya
Desa.

(6) Dana Desa dapat digunakan un tuk  membiayai kegiatan
yang t idak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  ( 1 )  se te l
mendapat persetujuan Bupati.



(7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa
mengenai APBDesa.

Pasal 10
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana

Desa.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (2)

dibebankan pada  Anggaran Pendapatan d a n  Belanja
Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
Tahap I ,  dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahunan kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan
ketentuan :
a. tahap I  pal ing lambat minggu keempat bu lan  J u l i

tahun anggaran berjalan; dan
b. laporan Realisasi Penggunaan Dana  Desa Tahunan

paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun
anggaran berikutnya.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa D a n .
Desa di RKD.



Pasal 13

(1) Dalam ha l  berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas
sisa Dana Desa d i  RKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ditemukan sisa Dana Desa d i  RKD lebih dari
30% (tiga puluh persen), Bupati:
a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai

sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah un tuk

melakukan pemeriksaan.
(2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana
Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan
ditambah dengan S isa  D a n a  Desa  Ta h u n  anggaran
sebelumnya.

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali  s isa Dana
Desa sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 2 )  d a l a m
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai
dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.

(4) Dalam h a l  rancangan  APBDesa  t a h u n  angga ran
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) te lah
ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan
mendahului p e n e t a p a n  p e r a t u r a n  D e s a  t e n t a n g
Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan
Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan
memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa
untuk selanjutnya di tampung da lam peraturan Desa
tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang
tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII
SANKSI

Pasal 14
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

4  a. Bupati belum menerima dokumen sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5);



b. Terdapat Sisa Dana Desa d i  RKD tahun  anggaran
sebelumnya l e b i h  d a r i  3 0 %  ( t i g a  p u l u h  persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau

c. terdapat usu lan  d a r i  apara t  pengawas fungsional
Daerah.

(2) Penundaan p e n y a l u r a n  D a n a  D e s a  sebaga imana
dimaksud pada ayat  (1) h u r u f  b  d i lakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I  tahun anggaran berjalan
sebesar S i s a  D a n a  Desa  d i  R K D  t a h u n  anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam h a l  Sisa Dana Desa d i  RKD t a h u n  anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I
tidak dilakukan.

(4) Penundaan p e n y a l u r a n  D a n a  D e s a  sebaga imana
dimaksud pada ayat (1) huruf  b dilakukan sampai dengan
Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah
direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa
di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga pu luh
persen) d a r i  anggaran D a n a  D e s a  t a h u n  anggaran
sebelumnya.

(5) Dalam ha l  sampai bulan Ju l i  tahun anggaran. berjalan
Sisa Dana Desa d i  RKD tahun  anggaran sebelumnya
masih l e b i h  b e s a r  d a r i  3 0 %  ( t i g a  p u l u h  persen),
penyaluran. D a n a  D e s a  y a n g  d i t u n d a  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 15
(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang di tunda

dalam hal:
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1) huruf  a telah diterima; dan
b. terdapat usu lan  d a r i  apara t  pengawas fungsionalA

Daerah.



(2) Dalam h a l  p e n u n d a a n  p e n y a l u r a n  D a n a  D e s a
sebagaimana d i m a k s u d  d a l a m  P a s a l  1 4  a y a t  ( 1 )
berlangsung sampai  dengan b u l a n  November t a h u n
anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa d i  Rekening Kas
Umum Daerah.

(3) Bupati memberi tahukan kepada  k e p a l a  D e s a  y a n g
bersangkutan mengenai  D a n a  D e s a  y a n g  d i t u n d a
penyalurannya sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (2)
selambat-lambatnya a k h i r  b u l a n  November  t a h u n
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan B u p a t i  i n i  m u l a i  b e r l a k u  p a d a  t a n g g a l
diundangkan.

Agar s e t i a p  o r a n g  m e n g e t a h u i ,  m e m e r i n t a h k a n
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal ,&2 PeRiikr 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,./6

MOHAMMAD LAHAY

1
0144447-]



Lampiran - Peraturan Bupati Tojo Una-Una
Nomor  :  E o  Tc O u n  a c i G
T a n g g a l  S e I V I  17 CI- a o ;  6

Tentang :  Ta t a  Cara Pembagian dan. Penetapan. Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017.

NO PENERIMA DANA DESA
PER KECAMATAN

RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA (Rp)

1 UNA-UNA 8.571.881.000,00
1 TANINGKOLA 786.211.000,00
2 B A M B U 784.414.000,00
3 WA K A I 835.879.000,00
4 UNA-UNA 766.986.000,00
5 TANJUNG PUDE 764.639.000,00
6 LEMBANYA 758.348.000,00
7 CENDANA 764.884.000,00
8 BINANGUNA 769.667.000,00
9 KAVETAN 781.846.000,00
10 TANIMPO 783.311.000,00
11 LUANGON 775.696.000,00

2 TOGEAN 12.400.150.000,00
1 BUNGAYO 780.702.000,00
2 BENTENG 757.951.000,00
3 BANGKAGI 790.822.000,00
4 TONGKABO 790.152.000,00
5 P U L A U  ENAM 771.378.000,00
6 K AT U PAT 775.974.000,00
7 A W O 753.430.000,00
8 KOLOLIO 759.655.000,00
9 URULEPE 749.308.000,00
10 LEMBANATO 768.163.000,00
11 LEBITI 803.352.000,00
12 TOBIL 802.768.000,00
13 BAULU 767.583.000,00
14 MATOBIAL 789.869.000,00
15 SAMPOBAE 772.757.000,00
16 T IT IR I I 766.286.000,00

DAFTAR RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017



3 WALEA KEPULAUAN 6.994.560.000,00
1 T I G A  PULAU 784.282.000,00
2 POPOLII 775.723.000,00
3 D O L O N G  B 795.140.000,00
4 TUTUNG 787.580.000,00
5 D O L O N G  A 782.494.000,00
6 L U O K 764.924.000,00
7 K O L A M I 771.507.000,00
8 O L I L A N 768.007.000,00
9 L O E 764.903.000,00

4 AMPANA TETE 16.003.701.000,00
1 PUSUNGI 854.221.000,00
2 T E T E  B 784.676.000,00
3 T E T E  A 758.260.000,00
4 U E B O N E 866.065.000,00
5 MANTANGISI 857.717.000,00
6 BANTUGA 787.248.000,00
7 BORONE 784.384.000,00
8 BALANGGALA 805.195.000,00
9 S A B O 821.016.000,00
10 LONGGE 777.944.000,00
11 TAMPABATU 804.505.000,00
12 URUNDAKA 835.960.000,00
13 BALINGARA 791.773.000,00
14 BULAN JAYA 768.036.000,00
15 GIRL MULYO 780.811.000,00
16 WANASARI 771.203.000,00
17 KAJULANGKO 810.802.000,00
18 UEMAKUNI 794.636.000,00
19 MPOA 774.506.000,00
20 SUKAMAJU 774.743.000,00

5 AMPANA KOTA 3.360.257.000,00

1 SANSARINO 820.742.000,00

2 PADANG TUMBUO 907.791.000,00

3 SALUABA 842.743.000,00

4 BUNTONGI 788.981.000,00

6 ULUBONGKA 14.357.452.000,00

1 TAMPANOMBO 757.836.000,00

2 B O N E B A E  II 784.341.000,00



3 T O B A M A U 758.155.000,00

4 R O M P I 763.674.000,00

5 U E M AT O PA 850.782.000,00

6 U E K A M B U N O 763.481.000,00

7 PA R A N O N G E 767.008.000,00

8 B O N E B A E  1 771.962.000,00

9 W AT U S O N G U 776.012.000,00

10 M I R E 791.413.000,00

11 M A R O W O 794.345.000,00

12 B O R N E A N G 788.992.000,00

13 B O N G K A MAKMUR 811.075.000,00

14 C E M PA 756.220.000,00

15 B O N E V O TO 806.328.000,00

16 BONGKAKOI 775.504.000,00

17 TA K I B A N G K E 804.642.000,00

18 K A S I A L A 1.035.682.000,00

7 TOJO BARAT 10.011 .338 .000 ,00

1 M A L E I  TOJO 772.919.000,00

2 M A T A K O 830.708.000,00

3 B A M B A L O 752.507.000,00

4 G A L U G A 762.944.000,00

5 T O L I B A 770.051.000,00

6 U J U N G  TIBU 767.953.000,00

7 N G G A W I A 775.662.000,00

8 T O M B I A N O 787.602.000,00

9 T A T A R I 753.755.000,00

10 K A B A L O 755.009.000,00

11 TA N A M AWA U 756.625.000,00

12 M A L E W A 754.658.000,00

13 M A W O M B A 770.945.000,00

8 TOJO 12.311 .615 .000 ,00

1 L E M O R O 757.371.000,00

2 K O R O N D O D A 766.343.000,00

3 T A Y A W A 773.626.000,00

4 U E K U L I 778.027.000,00



5 B E TA U A 780.046.000,00
6 U E D E L E 794.818.000,00
7 SANDADA 781.017.000,00
8 T O J O 783.193.000,00
9 PANCUMA 768.312.000,00
10 TONGKU 755.282.000,00
11 P O D I 762.147.000,00
12 DATARAN BUGI 767.003.000,00
13 BANANO 747.125.000,00
14 BAHARI 778.041.000,00
15 BUYUNTARIPA 769.252.000,00
16 KALEMBA 750.012.000,00

9 WALEA BESAR 6.171.966.000,00

1 B I G A 773.329.000,00

2 SALINGGOHA 760.026.000,00

3 T I N G K I 759.977.000,00

4 MALAPO 767.372.000,00

5 PASOKAN 801.231.000,00

6 KONDONGAN 760.039.000,00

7 KATOGOP 781.099.000,00

8 TONGIDON 768.893.000,00

10 RATOLINDO 3.173.688.000,00

1 S U M O L I 793.871.000,00

2 SABULIRA TOBA 818.661.000,00

3 L A B U A N 802.965.000,00

4 PATINGKO 758.191.000,00

11 BATUDAKA 7.098.108.000,00

1 B O M B A 789.182.000,00

2 MOLOWAGU 794.717.000,00

3 M A L I N O 775.847.000,00

4 KULINGKINARI 830.488.000,00

5 TUMBULAWA 806.610.000,00

6 S I AT U 778.182.000,00

7 KAMBUTU 782.519.000,00

8 L I N D O 766.273.000,00



( p U P A T I  TOJO UNA-UNAf  .

9 PATOYAN 774.290.000,00

12 TALATAKO 4.799.071.000,00

1 KALIA 796.694.000,00

2 MALENGE 776.880.000,00

3 PAUTU 783.630.000,00

4 TUMOTOK 787.655.000,00

5 KABALUTAN 880.066.000,00

6 KADODA 774.146.000,00

JUMLAH TOTAL 105.253.787.000,00

7  MOHAMMAD LAHAY


